BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1180, 2013 KEMENTERIAN PERTANIAN. Perizinan.
Perkebunan. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98/Permentan/0T.140/9/2013
TENTANG
PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 10 ayat (1), Pasal 17
ayat (3), Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 22 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan telah ditetapkan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 26/Permentan/0T.140/2/ 2007;

b. bahwa dengan adanya perkembangan tuntutan
pembangunan perkebunan, dan memperhatikan asas
manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan,
keterbukaan serta berkeadilan, Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 26/Permentan/0T.140/2/2007 tidak
sesuai dan perlu ditinjau kembali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4151);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara  Nomor
4437);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4842);
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22.
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5068);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan
Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak
Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4718);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Kebijakan Energi Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha
Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang
Penanaman Modal;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor
511/Kpts/PD.310/ 9/2006 tentang Jenis Komoditi
Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan,
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat
Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri  Pertanian  Nomor
3599/Kpts/PD.310/10/ 2009;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor
3480/Kpts/HK.300/ 10/2009 tentang Pemberian Izin
Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman
Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/
OT.140/10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian;
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Memerhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan;

2. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;

3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Penundaan Pemberian I1zin Baru dan
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam
Primer dan Lahan Gambut;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan . PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman
tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh Ilainnya dalam
ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa
hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

2. Usaha Perkebunan adalah wusaha yang menghasilkan barang
dan/atau jasa perkebunan.

3. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan
pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam,
penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi
termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.

4. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian
kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil
tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah
yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.

5. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan
perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.

6. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan
usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
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